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ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI ATASPELECEHAN SEKSUAL TERHADAP
SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH
(Studi di Kabupaten L hokseuwmawe)

RIDHO DARMAWAN
1606200402

Pembicaraan tentang santri atau anak (dalam hal ini adalah anak laki-laki) dan
perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena
anak adalah generasi penerus yang akan datang. Kekerasan seksual terhadap anak
akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di
kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjanggan. Salah satu kasus
pelecehan seksual yang penulis teliti yakni pelecehan seksual yang dilakukan oleh
pekerja dayah terhadap santri/anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor
yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan pekerja dayah
terhadap santri, modus operandi yang dilakukan pekerja dayah melakukan pelecehan
seksual terhadap santri, serta penanggulangan yang dilakukan agar tidak terjadi
kembali pelecehan seksual terhadap santri di lingkungan daya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan
pendekatan kasus, yang didukung dengan data wawancara dan data kepustakaan, dan
dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya
pelecehan seksual yang dilakukan pekerja dayah terhadap santri anak diantaranya
karena faktor ekonomi, faktor tingkat pendidikan, faktor media sosial, serta faktor
kondisi keluarga dan lingkungan masyarakat. M odus operandi yang dilakukan pekerja
dayah dengan melakukan pendekatan terhadap santri dengan menawarkan sesuatu
seperti menjanjikan sesuatu kepada santri, pelaku memberikan minuman yang dimana
minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat santri menjadi tidur atau
pingsan, pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan para santri, pelaku
melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap santri. Penanggulangan yang
dilakukan agar tidak terjadi kembali pelecehan seksual terhadap santri di lingkungan
dayah yakni pihak kepolisian melakukan himbauan kepada ibu-ibu untuk mengawasi
anaknya, melakukan pengawasan yang intensif di daerah-daerah yang dianggap
rawan terjadinya kejahatan, melakukan patroli rutin, melakukan penyuluhan hukum.
Serta terdapat upaya pencegahan yang dilakukan juga oleh individu santri, salah
satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang untuk
melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadapnya, selanjutnya ada juga usaha yang
dilakukan oleh Masyarakat dengan mengadakan acara silaturahmi antara anggota
masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah, serta usaha yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Lhoksuemawe dengan mengadakan penyuluhan hukum dan
penyuluhan keagamaan.

Kata kunci: Kriminologi, Pelecehan Seksual, Santri, Pekerja Dayah.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Posisi anak dalam masyarakat sangat rentan mengingat kondisi fisik dan
mental yang belum kuat dan dewasa. Banyaknya kasus kejahatan kesusilaan
akhir-akhir ini justru menempatkan anak paling seruing terlibat dalam kejahatan
tersebut, sebagai pelaku atau korban. Pemahaman secara tepat terhadap hak anak
jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan mengingat kepada anak terdapat
semua harapan bangsa |ndonesia.*

Pembicaraan tentang santri atau anak dan perlindungannya tidak akan
pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi
penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula
pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan hal tersebut, maka perlakuan
terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa
tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban
bangsa ini.?

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya
perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah
memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat

mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.®> Apabila seorang

! Hwin Chrigtianto. 2017. Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Sudi Kasus.
Y ogyakarta: Suluh Media, halaman 213.

2 M. Nasir Djamil. 2015. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika,
halaman 11.

% Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka
Prima, halaman 25



anak menjadi korban kejahatan maka untuk perlindungan hukumnya sudah tentu
harus lebih diperhatikan karena anak adalah generasi penerus bangsa. Untuk
tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh korban anak-anak sudah tentu
memiliki efek trauma atau ingatan buruk yang dalam terhadap anak, ini
mempengaruhi tingkah, pola hidup dan perilaku anak kedepannya.

Terhadap perbuatan pelecehan seksual ini memiliki perhatian khusus
karena merupakan atensi dari pihak-pihak internasional pada saat ini. Pelecehan
seksual terhadap anak ini harus ditangani dengan serius karena kejahatan ini
seringkali terjadi disekitar masyarakat dan semakin berkembang modus dari
pelakunya.

Perkembangan di Indonesia sendiri telah dibuktikan pembaruan dibidang
hukum agar selalu mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat juga,
dapat terlihat dengan adanya beberapa kali perubahan terhadap undang-undang
perlindungan anak khususnya dalam pasal terhadap pelecehan seksual yang
ancaman hukumnya dinaikkan dan ditambah dengan adanya pemberatan
tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian
hukum bagi masyarakat khususnya anak yang menjadi korban.*

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap pelecehan seksual
karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan
memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya,
hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak

memberitahukan apa yang dialaminya, hampir dari setiap kasus yang diungkap,

* Virdis Firmanillah Putra Yuniar. “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana
Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh”, Media luris, Volume, 2, No.2,
Juni 2019, halaman 261.



pelakunya adalah orang yang dekat korban, sedikit pula pelakunya adalah orang
yang memiliki penguasaan atas korban.”

Pelecehan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping
berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan
trauma yang berkepanjanggan bahkan hingga dewasa, dampak trauma akibat
pelecehan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain pengkhianatan atau
hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa trauma secara seksual, merasa
tidak berdaya. Secara fissk memang mungkin tidak ada hal yang harus
dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual, tapi secara
psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam bila
tidak ditangani serius, pelecehan seksual terhadap anak dapat menimbulkan
dampak sosial yang luas di masyarakat.®

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka
sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa
disekitarnya. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan
salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar
perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung
jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan
masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-

undang dasar 1945.

® Khairida, Syahrizal dan Mohd. Din. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam dstem Peradilan Jinayat”. Syiah Kuala Law
Journal. Volume 1, No.1 April 2017, halaman 173.

® 1bid., halaman 174.



Untuk itu, dapat dikatakan bahwa tidak hanya anak-anak, akan tetapi
setigp individu dapat menjadi korban kejahatan, tetapi tidak ada individu yang
siap untuk menjadi korban kejahatan. Menjadi korban kejahatan adalah hal yang
paling tidak diinginkan oleh individu. Apalagi sebagai korban tentunya seseorang
dapat mengalami banyak hal yang tidak diinginkan.” Salah satu contoh kasus
kejahatan yang terjadi yakni pada wilayah hukum Polres Lhokseumawe adalah
kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pekerja dayah yang merupakan
pengajar pada sebuah pesantren, dimana pekerja dayah tersebut melakukan
pelecehan seksual terhadap santri pada pondok pesantren, dimana para santri yang
kesemuanya adalah laki-laki, dilecehkan dengan beberapa perbuatan yang
merusak mental dan fisikk anak yang sedang melaksanakan kegiatan belajar
mengajar di pondok pesantren, sebagaimana perbuatan pelaku selaku pekerja
dayah yang seharusnya melakukan pengajaran yang baik kepada para santri, akan
tetapi didapatkan bahwa pekerja dayah tersebut melakukan tindakan pelecehan
seksual terhadap para santri, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan hukum
pidana dan syariat 1am di Kabupaten L hokseumawe.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat
mengenal judul: “Kajian Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap
Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah (Studi di Kabupaten L hokseumawe)”.
1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa

rumusan masalah sebagai berikut:

" Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminologi. Medan: Pustaka Prima,
halaman 139



a. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual yang
dilakukan pekerja dayah terhadap santri?
b. Bagaimana modus operandi yang dilakukan pekerja dayah melakukan
pelecehan seksual terhadap santri?
c. Bagaimana penanggulangan yang dilakukan agar tidak terjadi kembali
pelecehan seksual terhadap santri di lingkungan dayah?
2. Faedah Pendlitian
Berdasarkan permasalahan di atas, Faedah dari penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis,
adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut sebagai berikut:
a SecaraTeoritis
Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah menambah wawasan
dan ilmu pengetahuan baik secara umum maupun pengetahuan secara
khusus pada hukum pidana khususnya terkait kajian kriminologi atas
pelecehan seksual terhadap santri yang dilakukan pekerja dayah.
b. SecaraPraktis
Pada penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran
dan bahan dalam memperluas ilmu hukum khususnya pada bagian hukum
pidana serta bisa memberikan informasi dan dapat dijadikan sumber
bacaan bagi pembaca terkait dengan kajian kriminologi atas pelecehan

seksual terhadap santri yang dilakukan pekerja dayah.



B. Tujuan Pendlitian
1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual
yang dilakukan pekerja dayah terhadap santri.
2. Untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan pekerja dayah
melakukan pelecehan seksual terhadap santri.
3. Untuk mengetahui penanggulangan yang dilakukan agar tidak terjadi

kembali pelecehan seksual terhadap santri di lingkungan dayah.

C. Defenis Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang
menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang
akan diteliti.® Sesuai dengan judul penelitian yang digjukan yaitu “Kajian
Kriminologi atas pelecehan seksual terhadap santri yang dilakukan pekerja dayah.
Maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kgian Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau
mecari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan,
akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab
seseorang melakukkan kejahatan.’

2. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait
dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan
seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada

seks.

8 |da Hanifa dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: Pustaka
Prima, halaman 17.
® Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017., Op.Cit., halaman 3.



3. Santri (dalam hal ini adalah anak laki-laki) adalah panggilan untuk seorang
anak yang sedang menimba ilmu pendidikan agama islam selama kurun
waktu tertentu dengan jalan menetap di sebuah pondok dayah.

4. Pekerja Dayah merupakan orang yang berkerja pada Dayah tersebut.
Dayah (dalam bahasa Arab zawiyah. Arti harfiahnya adalah sudut, karena
pengagjian pada masa Rasulullah dilakukan di sudut-sudut masjid).
Dibeberapa negara muslim lain dayah atau zawiyah juga lazim disebutkan
sebagal sekolah agama Islam (madrasah) Di Indonesia penyebutan dayah
untuk sebuah lembaga pendidikan agama Islam adalah di Aceh (di pulau
Jawa disebut pesantren, asal kata "pe-santri-an”. Artinya tempat para santri

menetap dan menimba ilmu).*

D. Keadian Pendlitian

Pada kasus pelecehan seksual bukanlah termasuk hal yang baru, yang
dimana pelecehan seksual termuat didalamnya seperti cabul pemerkosaan dil.
Oleh karena itu penulis meyakini tentu telah banyak peneliti-peneliti yang
sebelumnya mengangkat mengenai kasus tentang pelecehan seksual ini sebagai
tajuk penelitian. Namun berdasarkan info yang penulis temukan baik berdasarkan
internet maupun kepustakaan lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumater
Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang

sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkair “Kajian

19 Wwikipedia,” Dayah”, Mdalui https:/id.wikipedia.org/, diakses Jum’at 06 Maret 2020,
Pukul 23:18



https://id.wikipedia.org/

Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan
Pekerja Dayah (Studi di Kabupaten L hokseumawe)”

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya
terdapat dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan
skripsi ini, antaralain:

1. Skripst Roma Fera Nata Limbong, NPM. B 111 13 305, Mahasiswa
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2017 yang
berjudul “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak
Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Anak
Sulsel Tahun 2014-2016)" Skripsi ini merupakan penelitian yuridis
empiris yang lebih menekankan pada lingkungan keluarga.

2. Skripsi Yahya Ramadhan, NPM. 105045101503, Mahasiswa Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
Tahun 2010 yang berjudul “Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata
Hukum islam dan KUHP)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif

yang lebih menekankan kepada KUHP tentang pelecehan seksual.

E. Metode Pendlitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk
memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. 1Imu
pengetahuan yang merupakan sebuah pemahaman yang tersusun secara sistematis
dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat
diperiksa dan ditelaah secara kritis dan akan berkembang secara terus menerus.

Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan. Penelitian sebagai upaya untuk



memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang
dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka
metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Jenisdan Pendekatan Pendlitian
Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum dengan
menggunakan pendekatan hukum sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan yuridis
empiris ini memiliki tujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan
cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan
data primer yang diperoleh di lapangan.
2. Sifat Pendlitian
Adapun sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analistis
penelitian yang melukiskan objek atau peristiwannya tanpa suatu maksud untuk
mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum, maka metode
penelitian pendekatan yuridis empiris dengan mengambil lokasi penelitian di
Polres L hokseumawe.
3. Sumber Data
Adapun beberapa sumber data yang di peroleh dari penelitian tersebut
sebagai berikut:
a. Data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Al-Qur'an dan As
Sunnah.
b. Data Primer adalah data yang diperolen langsung dari Polres
L hokseumawe.

c. Data Sekunder yang terbagi atas:
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1) Bahan Hukum Primer yaitu terdiri dari KUHP, Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Qanun Aceh
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan untuk mendukung bahan
hukum primer yaitu jurnal dan buku yang relevan dengan
penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder seperti internet.

4. Alat Pengumpulan Data
Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan (field research) dan
penelitian kepustakaan (library research). Secara terperinci teknik pengumpulan
data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut:
a. Studi Lapangan (Field Research)
Yaitu dilakukan dengan metode pengumpulan data dari lapangan
serta wawancara tertulis kepada narasumber langsung dari pihak Polres
L hokseumawe.
b. Studi Kepustakaan (Library Research)

1) Offline : yaitu menghimpun data studi kepustakaan (Library
Research) Secara langsung dengan mengunjungi
perpustakaan didalam maupun diluar Universitas
Muhammadiyah Sumater Utara guna menghimpun data

sekunder yang di butuhkan dalam penelitian.
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2) Online : vyaitu studi kepustakaan (Library Research) yang
dilakukan dengan cara searching melalui media internet
guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam
penelitian.

5. AnalissData
Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan
menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif
yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara
sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan
sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat dan
perbedaan pendapat mengenai perbandingan hukum primer dengan bahan hukum

sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.



BAB [l

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P.Topinard (1830-
1911), ahli dari Prancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya
banyak digunakan adalah antropologi criminal. Kajian Kriminologi adalah ilmu
pengetahuan yang mempelgjari atau mencari sebab musabab kejahatan. Sebab-
sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk
menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.™*

Kriminologi juga suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan.
Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, crime
yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi
bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi
terjadinya kejahatan.

Hasil penelitian para pakar mengatakan timbulnya kejahatan karena bakat
dan karakter orang tersebut adalah jahat. Ada yang mengatakan karena terdorong
oleh keadaan ekonomis dan sosiologis. Ada juga yang mengatakan karena orang-
orang jahat mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang
bukan penjahat. Walaupun sudah diketahui sebab-sebab timbulnya kejahatan dari
hasil penelitian para pakar kriminolog tetapi kejahatan tetap terjadi bahkan

semakin meningkat dan sulit untuk mencegah kejahatan.™

" Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017., Op. Cit., halaman 3.
12 H.R. Abdussalam. 2010. Victimology. Jakarta: PTIK , halaman 1.

12
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Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat melihat penyisipan kata
kriminologi sebagai ilmu menyelidiki mempelgjari. Selain itu, yang menjadi
perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan.
Kriminologi bertujuan mempelgjari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi
mempelagjari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelgjari hak-hak yang
berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan
kejahatan tidak dapat dipisahkan,hanya dapat dibedakan.

Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yakni:

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis
yang menjadi obyek pembahasan IImu Hukum Pidana dan Acara Hukum
Pidana.

2. llmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah
antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu
sosiologi dan biologi.

3. llmu pengetahuan mempelgjari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik
yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu
alam forensik, dan ilmu kimia forensik

Ruang lingkup kriminologi seperti yang telah di kemukakan oleh Edwin
H. Sutherland dan Donal R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa kriminologi
adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosid,
mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses

pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan resksi atas pelanggaran hukum.*®

'3 Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017., Op. Cit., halaman 4.
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Lebih lanjut Edwin H. Sutherland dan Kathrine S. Williams menyatakan
kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelgjari
kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:

1. Karakteristik hukum pidana;

2. Keberadaan kriminalitas;

3. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat;

4. Metode penanggulangan kejahatan;

5. Atribut kejahatan;

6. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.*

Sutherland dalam bukunya Topo Santoso memberikan pendapat bahwa
kriminologi mencangkup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum
dan reaks atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga
cabang ilmu utama, yaitu:

1. Sosiologi hukum adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam
dengan suatu sanksi.

2. Etikologi Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab
musabab dari kejahatan.

3. Penology pada dasarnya cabang ilmu kriminologi tentang hukuman, akan tetapi
Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha
pengendalian kejahatan.™

Dari sekian banyak teori yang berkembang, dapat dikelompokan ke dalam

kelompok teori dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan:

4 |bid., halaman 5.
> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, halaman 10.
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1. Teori Differential Association
Munculnya teori differential Association adalah didasarkan kepada:

a. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang
dapat dilaksanakan.

b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan
inkonsistensi dan ketidakharmonisan.

c. Konflik budaya (conflict of culture) meru[akan prinsip dasar dalam
menjalankan kejahatan.*®

Teori Differential Association Sutherland dalam bukunya Topo Santoso
menegaskan mengenai kejahatan bahwa :

b. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.

c. Perilaku kriminal dipelgjari dalam hubungan interaksi dengan orang lain
melalui suatu proses komunikasi.

d. Bagian penting dari mempelgjari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan
intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi
langsung ditengah pergaulan.

e. Mempelagjari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan
kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.

f. Dorongan tertentu ini dipelgari melalui pengahayatan atas peraturan

perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.

16 Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017., Op. Cit., halaman 158.
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0. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatan terhadap peraturan
perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
h. Assosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekunsi, durasi,prioritas,
dan intensitas.
Proses mempeajari kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan
anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap
proses belgjar."’
2. Teori Anomie
Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim
untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal
dari bahasa Yunani yaitu a artinya tanpa dan nomos artinya hukum atau
peraturan. Menurut Emile Durkheim dalam bukunya Nursariani Simatupang,
teori anomie terdiri dari tiga perspektif, yaitu:
a Manusia adalah makhluk sosial;
b. Keberadaan manusia sebagai mahluk sosial;
c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat
tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.*®
3. Teori Labeling (Labeling Theory)
Frank Tannenbaum penemu teori label menyatakan penyimpangan

merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi

" Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Op. Cit., halaman 52.
'8 Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017., Op. Cit., halaman 161-162.
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dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan
penyimpangan pelaku tertentu.*®
4. Teori Psikoanalisa
Sigmund Freud penemu teori psikoanalisa tentang kriminalitas
menghubungkan Delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu “conscience”
(hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan
bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-

dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.®

B. Pelaku Tindak Pidana

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: dader) dalam hal ini berarti orang
yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa
pidana® Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau
daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat
mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata dader dengan
istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah dader sebagai pembuat.?
Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya
memenuhi semua unsur dari delik seperti yangt terdapat dalam rumusan delik
yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan

secarategas.

¥ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Op. Cit., halaman 52.

0 1bid.

21 Hilman Hadikusuma. 2004. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: Alumni, halaman 116.

2 H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2015. Hukum Pidana. Malang: Setara Press,
halaman 121.
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Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang
bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak
sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu
akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan
tuindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh
undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenui semua
unsur-unsur suatu  delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang,
baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa
memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul
dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang
melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut
dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat
dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang
dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan
kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenal siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP
yang rumusanya sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
a Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut
melakukan perbuatan itu.

b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai
kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena
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memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja
menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh
dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja
dubujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Di dalam pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah
orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan
bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut.sedangkan yang
dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam Pasal 55 KUHP dalam
tindak pidanaini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh
dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan
tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana
tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan
pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena
kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkanm perbuatan tersebut, dalam kasus
seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan.
Begitunpula terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah
paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun
kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.

Pasal 55 KUHP diatas orang yang turut melakukan tindak pidana juga
disebut sebagai pelaku. Turut melakukan disini diartikan sebagi melakukan
bersama-sama, dalam tindak pidana ini minimal pelakunya ada dua orang yaitu
yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam pasal 55 KUHP pelaku
meliputi pula mereka yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai

kekuasaan, atau martabat, memakai paksaan dan sebagainyadengan sengaja
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menghasut supaya melakukan perbuatan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku
bukanlah hanya dia yang melakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatanya
memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang
menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu,
perjanjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang
dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam
beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa
pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang
sigpa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya
untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya
cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur
tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama
dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana
Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya
telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.?®

Dari pendapat tersebut, untuk menentukan seseorang sebagai yang
melakukan (pleger) adalah dengan 2 kriteria:

a. perbuatannya adalah perbuatan yang menetukan terwujudnya tindak pidana,

b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2 Adami Chazawi. 2014. Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana). Jakarta:
Rajawali Pers, halaman 85.



21

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen pleger)
Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang
melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting
untuk doenpleger. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana
adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki
kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai
kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah
dapat dijatuhi pidana.®*

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan
yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk
dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (doen pleger), pada umumnya
para ahli hukum merujuk pada Bukunya Adami Chazawi yang berdasarkan
keterangan yang diktip dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa:
“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana,
tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di
dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa
kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang
tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.?

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya
Y ang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya

adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk

2 Hanafi Amrani. 2019. Politik Pembaharuan Hukum Pidana. Yogyakarta: Ull-Press,
halaman 115.
% Adami Chazawi. Op. Cit., halaman 87-88.
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melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara
praktis penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum
pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan
orang yang memperalat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai
middelijke dader (pembuat tidak langsung).?®
. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau kealpaan adalah
perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (manus ministra) tidak
dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga
terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena
sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian
juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat
penyuruh (doen pleger).?’
. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau
kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabaklan oleh
pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas
kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan
yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh

sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

% | bid., halaman 89.
27 |bid., halaman 91.
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3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (mede pleger)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas Siapa sga yang
dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut
doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenunhi
dua syarat;

a. Harus adanya kerjasama secara fisik (pysiek samenwerking). Artinya para
peserta itu samasama melakukan perbuatan dengan mempergunakan
kekuatan tenaga badan.

b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk
melakukan tindak pidana itu (bewuste samenwerking).?®

Y ang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger), oleh MvT
WvVS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut
serta melakukan ialah setigp orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam
melakukan suatu tindak pidana.® Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan
yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk
menentukan pembuat peserta (medepleger), maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat atau turut serta yaitu
apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak
pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana
(pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta

tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya

%8 H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. Op. Cit., halaman 127.
29 Adami Chazawi. Op. Cit., halaman 99.
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memiliki andil terhadap terwuudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri
pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana
untuk mewujudkan tindak pidana.

. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain untuk
melakukan tindak pidana (Uitlokker).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga
auctor intellectualis), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak
mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau
pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat
singkat ialah yang menyuruh melakukan (doen plegen), tetapi pada bentuk
orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap,
dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif.
Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau
menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,
memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain

supaya melakukan perbuatan.*

C. Pelecehan Seksual

Pelecehan atau penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan

seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah

gangguan atau kelainan. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah laku

yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan

sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari

%0 |pid., halaman 112.
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perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama.
Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam
khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan
menyimpang karena melanggar norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat
diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang
melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.*

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi
atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak
diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif
seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang
menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas,
yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotas seks atau gender,
humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu,
gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, gjakan berkencan dengan
iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga
perkosaan. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Meskipun
pada umumnya para korban pelecehan seksual adalah kaum wanita, namun hal ini
tidak berarti bahwa kaum priakebal (tidak pernah mengalami) terhadap pelecehan
seksual. Sebagaimana pendapat Wirdjono lebih  menekankan mengenai

pemaksaan hubungan seksual (berhubungan) pada seseorang perempuan yang

3 Siska Lis Sulistiani. 2016. Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif
Hukum Idam dan Hukum Positif Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 6.
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bukan isterinya. Pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau
mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.*

Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di bus,
pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, baik siang maupun malam.
Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan
pekerjaan atau kenaikan jabatan. Bahkan bisa diserta ancaman, baik secara
terang-terangan ataupun tidak. Kalau janji atau ajakan tidak diterima bisa
kehilangan pekerjaan, tidak dipromosikan, atau dimutasi. Pelecehan seksual bisa
juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun dapat membuat tempat kerja
menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh tekanan.

Beberapa definisi pelecehan seksual di atas dapat disimpulkan bahwa
pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu,
menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang
lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara
sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

Istilah pelecehan seksual pada awalnya muncul di Amerika sekitar tahun
70-an seiring dengan gerakan kaum perempuan. Waktu itu, kaum perempuan
mulai banyak yang memasuki dunia kerja di ranah publik. Kondisi ini
memunculkan terbukannya kesempatan bagi seseorang melakukan jarimah

pelecehan seksual. Akibat lain dari situasi tersebut, kaum laki-laki merasa

32 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan
Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Bandung: Refika Aditama, halaman 42.
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terancam posisinya sehingga melakukan pelecehan seksual agar para perempuan
tetap berada dalam genggamannya.*

Tingakatan pelecehan seksual bisa ringan maupun berat. Yang ringan
misalnya, pelecehan secara verbal sedangkan pelecehan seksual berat seperti
perkosaan atau bentuk tindakan yang menyerang dan merugikan individu, yang

berupa hak-hak privasi yang berkaitan dengan seksualitas.®*

D. Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang
memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan
pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan
memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang
menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan
memadai.*

Perumusan dalam berbagai undang-undang tentang anak tidak
memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut
merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan

tujuan tertentu. Misalnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun

3 Ali Abubakar dan Zulkarnain lubis. 2019. Hukum Jinayat Aceh Suatu Pengantar.
Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 97.

* bid., halaman 98.

% Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik.
Y ogyakarta: Graha lImu, halaman 1.
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1979 tentang Kesgjahteraan Anak merumuskan: “Anak adalah seorang yang
belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Penjelasannya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979
tentang Kesegjahteraan Anak menyebutkan, bahwa:

Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan

pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial,

kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada
usia tersebut.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: [1Anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan”. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak
adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan)
tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah
kawin”. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bahwa [1Anak adalah setigp manusia
yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk
anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi
kepentingannya’.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 45 KUHP dapat disimpulkan bahwa
yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam
belas) tahun. Anak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan
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negara, setigp anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.
Seorang anak tidak dapat dipandang atau diperlukan sebagai orang dewasa

dalam ukuran kecil, dikarenakan adanya sifat psikologi yang berbeda antara

psikologi anak-anak dan psikologi orang dewasa. Menurut psikologi anak,

perkembangan anak tergantung pada dua faktor yaitu:

1. Kematangan, yang boleh dianggap sama dengan pertumbuhannya, dan

2. Pelgjaran yang diperoleh anak tersebut.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang
merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi
pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan negara
dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik
kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan
bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka
akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang
berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam
rentang kehidupan.

Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada
akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu
pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang
dewasa. Menurut Sudarsono, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang
berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan

yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan
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bisa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat
dilihat pada uraian berikut:

1. Prenatal : saat konsepsi sampai lahir;

2. Masa neonatal: lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir;

3. MasaBayi : akhir minggu kedua sampai akhir tauhn kedua;

4. Masakanak-kanak awal : 1 tahun-6 bulan;

5. Masa kanak-kanak akhir : 6 tahun-12/13 tahun;

6. Masaremaja: 12/13 tahun-21 tahun;

7. Masadewasa: 21 tahun-40 tahun;

8. Masatengah baya : 40 tahun-60 tahun; dan

9. Masatua: 60 tahun-meninggal.*®

E. Kepolisan Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia).
Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-
asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan
kerjayaitu sebagai berikut:
1. Asas Legadlitas, dalam melaksankan tugasnya sebgai penegak hukum wajib

tunduk pada hukum.

% Sudarsono. 2004. Kenakalan Remaja. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 12-13..
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2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan
masyarakat.

3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi
mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum
di kalangan masyarakat.

4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada
penindakan (represif) kepada masyarakat.

5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan
permasalahan yaang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang
membel akangi.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran penting didalam
masyarakat, karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan stabilitas
nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal
ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara
Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan kerertiban masyarakat;

2. Menegakkan hukum; dan

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanaan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, demikian mulianya tugas yang diembankan
kepada polisi sebagai penegak hukum, polisi dituntut tugas dan konsisten dalam
tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Kalau ketiga kriteria tersebut

tidak terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang
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kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dalam Pasal 14

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, menyebutkan sebagai berikut:

1

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,

dan kelancaran lalu lintas di jalan.

. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap

hukum dan peraturan perundang-undangan.

. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa.

. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas

kepolisian.



33

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia.

J. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas kepolisian.

I. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.

2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf

f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, terkait pelaksanaan tugas Polri sebagaimana
telah disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian, Polri memiliki kewenangan khusus di bidang proses
pidana. Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara
untuk kepentingan penyidikan.

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan.

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa

tanda pengenal diri.



10.

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara.

Mengadakan penghentian penyidikan.

Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau

mendadak untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak pidana.



BAB |1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelecehan Seksual Yang
Dilakukan Pekerja Dayah Terhadap Santri

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk pelecehan
seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara
kekerasan, bertentangan dengan gjaran dan nilai-nilai agama serta melanggar
hukum vyang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa
pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non-fisik. Dan kekuatannya dapat
dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatanya. Pelecehan seksual
merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan
seksual yang menyimpang

Pelecehan seksual tidak selamanya yang menjadi korban adalah wanita,
namun banyak juga terdapat kasus pelecehan seksual yang menjadi korban adalah
pria yang masih berstatus anak-anak. Sebagaimana anak merupakan bagian
generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi
serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan penting strategis
serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,
mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang.®” Sehingga anak

harus dilindungi baik dalam perbuatan seseorang yang melukai anak maupun

3" R. Wiyono. 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,
halaman 2.
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perbuatan seseorang yang melakukan pelecahan seksual terhadap anak yang dapat
merusak mental seorang anak.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai
macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai
bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam
melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.*®

Pelecehan seksual terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam
masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski
tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.
Selain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak
pidana pelecehan seksual yaitu adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik,
bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno
yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan
VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang
membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual.

Sebab-musabab timbulnya kejahatan sangat kompleks dikarenakan banyak
sekali faktor-faktor yang melatar belakanginya dimana faktor yang satu dengan
faktor yang lainnya saling mempengaruhi. E.H Sutherland mengatakan bahwa,
“ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena
merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara

bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.*°

% Maidin Gultom. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak Di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 2.
% Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Op. Cit., halaman, 14.
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Faktor-faktor atau penyebab terjadinya suatu tindak pidana pelecehan
seksual tersebut dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya
korban dan pelaku sebelumnya sudah ada relasi lebih dahulu dalam ukuran
intensitas tertentu antara korban dan pelaku. Kalaupun diantara korban dan pelaku
tidak ada keterkaitan dalam hal hubungan relasi dengan pelaku, maka presentase
terjadi tindak kejahatan tersebut cukup kecil, karena hubungan horizontal pelaku
dan korban telah dimanfaatkan oleh pihak pelaku untuk bereksperimen melakukan
dan membenarkan perbuatan kontra produktif yang dapat merugikan pihak
korban, yang dalam hal ini adalah anak-anak.

Pelecehan seksual merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dan
paling mengancam dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis lainnya.
Pelecehan seksual yang terjadi merupakan tindak pemaksaan, pengancaman dalam
suatu aktivitas seksual. Aktivitas seksual yang dimaksud dapat berupa melihat,
meraba, penetrasi atau tekanan serta pencabulan dan pemerkosaan.

Upaya kekerasan ini biasanya akan menimbulkan/meninggalkan jejak atau
bukti yang bisa dijadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan, yaitu antara lain:

1. Luka tangkisan dalam hal korban melakukan perlawanan keras (gigih), luka
tangkisan ini bisa meninggalkan darah pelaku pada tubuh korban atau lapisan
kulit pelaku pada kuku korban;

2. Bekas cekikan tangan pegangan tangan pelaku pada tubuh korban;

3. Bekas atau sisa obat dalam hal kekerasan yang dilakukan dengan

menggunakan obat.*°

“0 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. Op. Cit., halaman 111.
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Berdasarkan hal tersebut, sebagian besar kasus pelecehan seksual yang
terjadi dilakukan oleh orang dewasa kepada korbannya dominan berjenis kelamin
perempuan, walaupun terdapat juga korban laki-laki, sebagaimana yang penulis
teliti yakni para santri yang merupakan anak laki-laki. Fakta yang lebih
memprihatinkan adalah pelaku dari pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh
orang yang dekat dengan korban, yang dalam hal ini adalah pekerja dayah (orang
yang bekerja di dayah atau sebutan lain pesantren). Sehingga kemungkinan besar
pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri sangat besar karena termasuk
orang yang dekat dengan para santri.

Berdasarkasn hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sangat banyak
faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual dalam berbagai kasus,
salah satunya yang paling banyak diperbincangkan adalah:

1. Faktor ekonomi yaitu kemiskinan.

Seseorang yang berada pada keadaan ekonomi miskin akan
mengakibatkan orang atau masyarakat mengabaikan lingkungannya, termasuk
keluarga terutama anak-anak karena kesibukan orang tua bekerja untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga anak menjadi tidak diperhatikan
atau tidak diurus oleh kedua orang tuanya.** Bagi seorang anak pada dasarnya
keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang menjadi dasar awal
pembentukan kepribadian seseorang sebelum beranjak ke lingkungan yang
lebih besar dan yang menjadi pertimbangan dalam faktor kemiskinan dapat

dilihat dari kedua belah pihak yakni korban dan pelaku.

I Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres
Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.
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2. Faktor kedua yang menjadi penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual

adalah tingkat pendidikan.

Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung tidak
dapat bertindak, berpikir dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di
masyarakat.** Kecenderungan pelaku melakukan tindakan yang tidak dapat
diterima oleh masyarakat luas salah satunya pelecehan seksual yang
merupakan salah satu dampak dari kurangnya pendidikan secara formal.
Melalui pendidikan, seseorang akan belajar mengenai etika dan moral sehingga
dapat membedakan mengenai tindakan yang bailk dan buruk serta akan
menjauhkan seseorang terlibat dalam tindak kriminalitas atau kegiatan illegal.
Faktor pendidikan yang rendah dapat dilihat dari segi korban dan prilaku.

Seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap, dan
perilaku seseorang terhadap dirinya. Jadi proses pengajaran seharusnya dimulai
sgjak usia dini. Paling tidak sudah dibekali aturan dan norma sosial yang
berlaku sehingga mereka bisa membedakan antara sikap serta perilaku pria dan
wanita, dari yang paling sederhana (seperti perbedaan anatomi tubuh, batas
aurat dan pakaian) hingga yang paling abstrak (tanggungjawab dan kodrat).

Pemahaman akan seksualitas dapat diperolen melalui pendidikan seks
melalui proses yang berkesinambungan. Berawal dari masa kanak-kanak
hingga masa dewasa. Tujuannya bukan menggali informasi sebanyak-

banyaknya, melainkan agar dapat menggunakan informasi secara lebih

“2 Wawancara dengan |PTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres
Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.
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fungsional dan bertanggung jawab sehingga mengetahui sejak dini apa yang
boleh dan yang tidak boleh oleh agama.

Ketidak pemahaman seseorang akan persoalan seksualitas juga dapat
menyebabkan hal-hal yang kurang pantas kepada sesama teman sebayanya.
Akibat dari pengaruh lingkungan sosial yang buruk, ditambah paparan medi-
media yang pro terhadap hal-hal yang bersifat cabul. Lambat laun akan
menganggap perilaku-perilaku tersebut sebagal hal yang biasa-biasa sgja atau
sekedar bagian dari permainan.

Berdasarkan hal tersebut, hal ini juga dapat dikatakan sebagai faktor
lemahnya iman yang jika dilihat dari sudut pandang agama, dimana lemahnya
iman dimaksud adalah kurangnya pengetahuan agama sehingga seseorang tidak
dapat membedakan hal yang baik dan buruk atas tuduhan yang dilakukannya.*?
Faktor ini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan
seseorang melakukan sebuah kejahatan termasuk kejahaan kesusilaan seperti
halnya pelecehan seksual.

3. Faktor ketiga adalah media sosial.

Media sosial baik dalam bentuk tontonan, gambar atau bacaan
pornografi menjadi salah satu sumber terjadinya kasus pelecehan seksual.*
Pelaku melakukan pelecehan seksual karena seringnya menonton film porno.
Indikasnya adalah masih bebasnya seseorang mengakses situs-situs dan film

porno, baik melalui media sosial atau internet maupun penjualan ilegal kaset

3 Wawancara dengan |PTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres
Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

* Wawancara dengan |PTU Lilisma Suryani, SH., sdaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres
Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.
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video porno di pasaran. Seseorang yang mengakses situs-situs prono melalui
internet secara tidak langsung, pikiran dan tindakan terpengaruh oleh hal
tersebut. Peristiwa inilah yang mendorong pelaku bertindak untuk melakukan
pelecehan seksual. Sejauh mana faktor media sosial dapat mempengaruhi
terjadinya pelecehan seksual dapat dilihat dari segi pelaku dan media sosial apa
yang sering pelaku gunakan untuk melihat situs-situs porno yang akan
mempengaruhi  pelaku untuk melakukan pelecehan seksual. Sebagaimana
faktor tersebut lebih juga mengarah kepada faktor keinginan yang
menyebabkan pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan.
4. Faktor keempat yaitu kondisi keluarga.

Keluarga dan lingkungan masyarakat tidak mau peduli terhadap
lingkungan bersosialisasi. Kondisi keluarga yang dimaksud dalam penelitian
ini merupakan kondisi kedua orang tua korban dan kondisi keluarga pelaku.®
Melihat dari sisi korban, korban dengan keadaan orang tua bercerai atau broken
home, pisah ranjang tetapi masih dalam satu atap atau satu rumah, dan
kesibukan orang tua untuk bekerja membuat orang tua sibuk dengan dirinya
masing-masing dan cenderung mengabaikan anak. Anak yang diabaikan dalam
kehidupan sehari-harinya tidak ada yang memperhatikan atau tidak terurus,
anak akan mencari tempat perlindungan dan perhatian pada orang lain. Terjadi
kekhawatiran mungkin saja jika anak mencari perlindungan dan perhatian
kepada orang yang salah atau kepada orang yang akan memanfaatkan anak

dalam hal negatif, karena anak merasa mendapatkan semua yang dibutuhan

> Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres
Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.
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melalui pelaku, anak akan menjadi korban pelecehan seksual. Melihat dari sisi
pelaku, kondisi keluarga pelaku juga menjadi salah satu masalah utama.
Seorang pelaku yang dengan kondisi keluarga buruk, contohnya bercerai
dengan pasangan, tinggal jauh dengan pasangan juga akan menjadi pemicu
terjadinya kasus pelecehan seksual.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu faktor yang lebih mempengaruhi
adanya pelecehan seksual tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu faktor ekstern dan
faktor intern yaitu :

1. Faktor internal

Faktor internal yaitu yang berasal dari diri pelaku tersebut, karena
adanya gangguan jiwa terhadap diri si pelaku misalnya si pelaku mengalami
nafsu seks abnormal. Sehingga seseorang dapat juga mendorong untuk
melakukan kejahatan.”® Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal
melakukan pelecehan seksual cenderung melakukan dengan sadis, sadisme ini
terkadang juga termasuk misalnya melakukan di hadapan orang lain atau
melakukan bersama-sama dengan orang lain. Dia juga lebih menekankan
faktor kriminogen perkossan yang ada dalam diri pelaku, yang gagal
mengendalikan nafsu seksualnya

Hasrat seksualnya yang cukup besar tidak diikuti dengan upaya
pelampiasan yang dibenarkan secara hukum dan agama. Moral merupakan
faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Jika seseorang yang

memiliki moral yang baik maka dia akan terhindar dari segala kejahatan

“6 Wawancara dengan |PTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres
Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.
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namun jika seseorang tidak memiliki moral yang baik maka dia akan
cenderung lebih mudah melakukan kejahatan. Jadi jika moral seseorang lemah
maka dia juga dengan mudah melakukan kejahatan seksual terhadap siapa
sgja. Adanya moral yang lemah tersebut karena dipengaruhi oleh kurangnya
pendidikan agama.
2. Faktor ekstern
Faktor ekstern yaitu meningkatnya kasus—kasus kejahatan kesusilaan
terkait erat dengan aspek sosial budaya.*’ Suatu kenyataan yang terjadi saat
ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka
tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan
manusia. Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang
melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang sulit
akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap
selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang
diperoleh, serta dari pengaruh—pengaruh luar lainnya. Sedangkan para
korbannya kebanyakan adalah anak—anak karena anak—anak lebih mudah
untuk dibohongi dan mereka masih polos, sehingga dengan mudah mereka
dapat melampiaskan hawa nafsunya tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku pedofil
tersebut adalah mereka yang dulu juga merupakan korban dari perbuatan
pelecehan tersebut. Karena dulu mereka mengalami gangguan mental serta fisik

dari apa yang mereka alami dahulu, serta karena kurangnya kasih sayang dari

" Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres
Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.



orang sekitarnya. Jadi pada saat mereka mengetahui ada seorang anak—anak
mereka cenderung lebih tertarik dan dengan leluasa melampiaskan nafsu seksnya.
Oleh karena itu mereka cenderung lebih tertutup dan susah bergaul dengan orang
lain.*®

Secara umum dampak yang terjadi pada korban pelecehan sekdual ini
terutama pada anak—anak mereka merasa takut, minder serta lebih sering
mengurung diri. Sehingga bagi anak—anak yang dilecehkan tersebut mereka
menjadi takut untuk bergaul dengan teman sebayanya atau takut bepergian. Anak—
anak cenderung lebih menutup diri dan tidak mau menceritakan masalah yang
dialaminya kepada orang tua atau orang terdekatnya. Selain itu dari pelecehan
seksual terhadap anak ini menyebabkan anak—anak semakin jenuh untuk menerima

pelajaran dan kurangnya konsentrasi anak tersebut. Sehingga banyak anak-anak

yang mengalami pelecehan seksual tersebut menjadi putus sekolah.

B. Modus Operandi Yang Dilakukan Pekerja Dayah Melakukan Pelecehan
Seksual Terhadap Santri
Untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sesungguhnya

tidaklah jauh dari sekitar kita. Realitas pelecehan seksual yang dialami anak-anak
sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Lihat saja
pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai pelecehan seksual pada anak
dapat dijumpai setiap hari. Bentuk dan modus operandi pun juga cukup beragam.
Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk

melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan, maka akan diperoleh

“8 Wawancara dengan |PTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres
Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.
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gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.
Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tapi
perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para
pelaku dijadikan dasar pembagian.*® Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa
bentuk modus operandi pelaku melakukan kejahatan, dalam hal ini akan
dihubungkan dengan bentuk pelaku sebagai pekerja dayah yang melakukan
pelecehan seksual terhadap santri laki-laki, dimana modus pelaku melakukan
perbuatan pelecehan seksualnya, yakni:
1. ModusKe-1
Pelaku melakukan pelecehan terhadap santri (anak laki-laki) di bawah
umur dengan cara pelaku melakukan pendekatan terhadap santri dengan
menawarkan sesuatu seperti menjanjikan sesuatu kepada santri. Setelah
korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pelecehan seksual
terhadap santri. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh beberapa santri yang
dilakukan pelecehan seksual oleh pekerja dayah.*
2. ModusKe-2
Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri (anak laki-laki) di
bawah umur dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana
minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat santri menjadi tidur
atau pingsan, obato-batan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa
memerlukan resep dokter yang antara lain seperti (Chlorpheniramin) atau

Diazepam dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang

“9 Nursariani Simatupang, Op. Cit., halaman 66
%0 Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres
Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.
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kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan
pelecehan seksual terhadap santri disalah satu ruangan yang ada di pondok
dayah.>
3. ModusKe-3
Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri (anak laki-l1aki) di
bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan
para santri, karena sering berada di lingkungan para santri, mengajak bermain
ataupun berbicara dengan santri kemudian mengajaknya ke suatu tempat
dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah santri
tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan pelecehan seksual .
4. ModusKe-4
Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri (anak laki-laki) di
bawah umur dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan
terhadap santri atau korbannya, sehingga santri tersebut menjadi takut, dan
pelaku bebas melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya. Sebagaimana
yang dialami oleh beberapa santri atas hasil penelitian yang dilakukan.*
Berdasarkan modus-modus operandi pelecehan seksual yang dilakukan
terhadap santri (anak laki-laki) di bawah umur tersebut, pada dasarnya sangat

beragam modus yang dilakukan pelaku, sehingga pelaku dapat melakukan

°1 Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres
Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

%2 Wawancara dengan |PTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres
Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

%3 Wawancara dengan |PTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres
Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.
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perbuatannya dan demi mencapal kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada
para santri yang masih tergolong anak di bawah umur.>

Penilaian terhadap tindakan seksual yang dilakukan oleh sesame jenis
berdasarkan KUHP terbatas pada tindakan pencabulan dengan salah sat
korbannya masih belum cukup umur tidak mengatur pada tindakan pencabulan
yang dilakukan sesame orang dewasa atau suka sama suka.>> Pelecehan seksual
terhadap atau dengan sebutan lain perlakuan salah secara seksual bisa berupa
hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat,
sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemaksaan seksual, sodomi, oral
seks, onani, pelecehan seksual, bahkan perbuatan incest.

Penyimpangan dan kejahatan sesungguhnya merupakan bentuk hubungan
yang dipelintir, dimanfaatkan dan disimpangkan. Dalam hal ini ada kesengajaan.
Maka konsekuensinya adalah penyimpangan dan kejahatan menjadi pilihan.>®
Kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami dari
berbagai sisi yang berbeda. I1tu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap
berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda antara
satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk
memahami kejahatan itu sendiri. Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah
berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuan terkenal. Sebagaimana Plato

misalnya menyatakan dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa yang

> Wawancara dengan |PTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres
Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

% Hwin Chrigtianto. Op. Cit., halaman 57.

% TB. Ronny Rahman Nitibaskara 2018. Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan
(Teori Baru Dalam Kriminologi). Jakarta: Y PKIK, halaman 4.
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berjudul Kriminologi menyatakan bahwa emas, manusia adalah merupakan
sumber dari banyak kejahatan.”’

Tidak ada orang yang dalam keadaan normal menghendaki dirinya
dijadikan sasaran kejahatan. Tetapi karena keadaan yang ada pada korban atau
karena sikap dan perilakunyalah ia dapat mendorong pelaksanaan niat jahat
pelaku. Mereka yang dipandang lemah, baik dari sisi fisik, mental, sosial, atau
hukum relatif lebih mudah dijadikan objek kejahatan. Begitu pula meraka yang
lalai atau yang sikap dan tindakannya menimbulkan amarah serta kebencian pada
orang lain pada akhirnya lalu ia menjadi korban dari orang yang mencoba
mengambil kesempatan atau menjadi korban dari orang yang terbakar amarahnya
itu. Pihak korban yang diketahui termasuk golongan lemah mental, fisik, dan
sosial (ekonomi, politik, yuridis) yang tidak dapat atau tidak berani melakukan
perlawanan sebagai pembalasan yang memadai, sering dimanfaatakan sesukanya
oleh pihak pelaku yang merasa dirinya lebih kuat, dan lebih berkuasa dari pihak
korban.

Diaturnya Kejahatan seksual di dalam KUHP, di dalam bab Kejahatan
Terhadap Kesusilaan penempatannya membawa kerancuan tersendiri dan
bertendensi mengaburkan persoalan mendasar dari kejahatan seksual yakni
pelanggaran terhadap eksistensi diri manusia karena kesusilaan sering
dikonotasikan dengan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas
atau norma yang berlaku. Kejahatan seksual dipandang sebagai suatu pelanggaran

terhadap nilai-nilai moralitas daripada dilihat sebagai suatu kejahatan terhadap

" Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Op. Cit., halaman 1.
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kemanusiaan. Nilai-nilai yang dipakai pada dasarnya lebih mencerminkan nilai
atau norma kelompok dominan (kepentingan laki-laki) yang sering
mendiskripsikan perempuan sebagai kelompok yang tersubordinasi.

Terminologi pelecehan seksual inilah yang dipakai untuk memahami
pengertian pelecehan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat
luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang
jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti (mencolek, meraba, mengelus,
memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan
paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa untuk mencium, memeluk,
mengancam akan menyulitkan perempuan bila menolak memberikan pelayanan
seksual hingga perkosaan yang saat ini sangat dekat dengan kehidupan kita.*®

Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik
yang terjadi di ranah kehidupan privat atau pribadi. Bentuk kekerasan berupa
fisik, seksual, psikologis dapat terjadi di dalam keluarga ataupun komunitas,
termasuk pemukulan, penganiayaan seksual kekerasan yang dilakukan oleh bukan
pasangan hidup dan kekerasan terkait eksploitasi. Sedangkan, peraturan mengenai
pelecehan seksual di Indonesia saat ini pun masih bergabung dengan peraturan
dalam KUHP, yakni dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, KUHP hanya mengatur pelecehan seksual
dalam konteks perkosaan dan percabulan yang rumusannya tidak mampu

memberikan perlindungan kepada korban kekerasan.

% Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”,
Jurnal Lex et Societatis, Vol 1/No.2/Apr-Jun/2013, halaman 43.
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Pelecehan seksual yang terjadi sering tidak diketahui oleh orang lain,
karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh seorang pelaku. Mekanisme
dalam pengaduan ke kepolisian yang dilakukan korban pelecehan seksual pun
jarang dilakukan, dimana kebanyakan korban yang sadar sgja, kemudian
melaporkan ke kepolisian. Banyak korban justru malu dan hanya diam saja tanpa
memberontak, karena merasa apa yang telah terjadi adalah aib bagi dirinya.
Selanjutnya ada sedikit orang saja yang kemudian menempuh jalur hukum.

Konsekwensi pertama dari dianutnya pengertian sempit adalah bahwa
KUHP Indonesia menganut politik hukum yang mengadakan pembatasan
terhadap delik susila yaitu hanya apabila kehormatan/kesusilaan. kesopanan
terserang secara terbuka dimuka umum atau dengan perkataan lain jika kesusilaan
itu diserang di muka umum, maka hukum pidana dapat diterapkan, dengan
demikian maka tidak semua perbuatan asusila dapat dikualifikasikan sebagai suatu
tindak pidana, karena berkaitan dengan soal-soal teknis pembuktian atau masalah
kebijakan yang berkaitan dengan seberapa jauh negara dapat melakukan intervensi
terhadap perbuatan pribadi warga negaranya.

Hukum pidana pada dasarnya berisi norma hukum tentang larangan dan
keharusan, disertai ancaman pidana barang siapa melanggar larangan tersebut,
pelanggaran atas ketentuan pidana biasa disebut dengan isitilah tindak pidana,
perbuatan pidana, delik dan peristiwa pidana, dan terhadap pelakunya bisa
dikenakan sanksi pidana berupa pidana yang disediakan oleh undang-undang.
Dengan adanya ancaman sanksi itulah kemudian hukum pidana dikatakan sebagai

hukum sanksi, yang sekaligus membedakannya dengan bidang hukum lainnya
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seperti hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administerasi. Keberadaan
sanksi ini disamping untuk mendorong agar orang mentaatinya, juga sebagai
akibat hukum bagi orang yang telah melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo
dala bukunya Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menyatakan bahwa, usaha
hukum pidana untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan
menjatuhkan pidana (straf) yang dapat dirasakan sebagai custodia honesta.
Tindakan inipun merupakan suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan
padanya, sehingga maksud mengadakan tindakan itu untuk menjaga keamanan
pada masyarakat terhadap orang-orang atau anak-anak yang sedikit banyaknya
berbahaya dan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.*

Tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk
menakut-nakuti orang-orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara
menakut-nakuti orang banyak (generale reventie), maupun secara menakut-nakuti
orang tertentu yang sudah menjalankan, agar dikemudian hari tidak melakukan
kejahatan lagi (special preventie), agar menjadi orang yang baik tabiatnya.®

Berbagai usaha dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah strategi,
jika masalahnya terletak pada materi perundang-undangan maka digunakan
advokasi untuk merubah hukum itu, disertai merubah perilaku administrator
hukum dengan melakukan kampanye dan pendidikan hukum kepada pelaksana
hukum, selain itu perlu penyebaran budaya kesetaraan gender, nilai-nilai keadilan

dan hak asasi manusia. Selain itu strategi yang dapat ditempuh adalah

Zz Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. Op. Cit., halaman 99.
Ibid.
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meningkatkan kesadaran para penegak hukum agar bertindak cepat dalam
mengatasinya dengan spirit global perbaikan sistem peradilan pidana dan

pembaharuan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan.

C. Penanggulangan Yang Dilakukan Agar Tidak Terjadi Kembali Pelecehan
Seksual Terhadap Santri Di Lingkungan Dayah

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah,
mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan
sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan
bersalah di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan
dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk
meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi
lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan
sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada,
bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Setiap upaya
penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan
itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan.

Menanggulangi kejahatan mencakup kegiatan sebelum terjadi dan
memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara atau lembaga
permasyarakatan. Konsep pertama yang mencakup kegiatan sebelum terjadi
dinamakan dengan penanggulangan secara preventif atau disebut juga sarana non
penal. Sementara itu konsep yag kedua dinamakan penanggulangan secara

represif atau disebut juga sarana penal. Kejahatan yang demikian di lapangan
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sudah tentu memerlukan usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan
inilah yang dinamakan “politik criminal”. Artinya penanggulangan itu baru
merupakan konsep yang terdapat di dalam teori-teori untuk merealisasikan
disanalah diperlukan adanya upaya yaitu usaha dan ikthiar (untuk mencapai
maksud memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai bagian dari institusi
negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,
yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan
nasional yang memuat visi, misi, strategi pokok pembangunan, kebijakan dan
sasaran serta program dan kegiatan.®*

Antara fungsi dan tugas merupakan satu sistem yang tidak dapat
dipisahkan satu dengan yang lain, karena fungsi dijabarkan dalam tugas-tugas dan
tugas-tugas itu lebih dijabarkan lagi kedalam berbagai peran dan wewenang, dan
dalam pelaksanaannya harus ditopang dengan sifat professionalisme dari setiap
anggota Polri yang direfleksikan dalam sikap/perilaku yang terpuji dan terampil
dalam melaksanakan tugasnya. Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku
Polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik
bagi penegakkan hukum ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang
sebenarnya adalah memang peran yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum

di tetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri dan

® Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral. 2011. Community Policing: Diskres Dalam
Pemolisian Yang Demokratis. Medan: PT. Sofmedia, halaman 2.



peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang yang

mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-

kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan kenyataan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap
keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman
tersebut. Terkait dengan upaya menanggulangi kejahatan pelecehan seksual yang
terjadi terhadap santri oleh pekerja dayah di wilayah hukum Polres L hoksuemawe,
maka upaya tersebut pihak kepolisian melakukan:®?

1. Memberikan himbauan kepada ibu-ibu/organisasi wanita untuk supaya
mengawasi anaknya lebih ketat lagi dan selalu mengawasi pertumbuhan si
anak di dalam dayah/pesantren;

2. Melakukan pengawasan yang intensif di daerah-daerah yang dianggap rawan
terjadinya kejahatan, terutama did ayah/pesantren. Pihak berwajib atau aparat
penegak hukum (kepolisian) melakukan pengawasan di daerah-daerah yang
rawan terjadinya kejahatan supaya tidak lagi terjadinya kejahatan dengan
menempatkan petugas dari pihak penegak hukum (kepolisian) di tempat
dimana rawannya terjadinya kejahatan yang salah satunya adalah kejahatan
pelecehan seksual;

3. Melakukan patroli rutin, pihak aparat penegak hukum (kepolisian) melakukan
patroli siang dan malam secara terus menerus, mungkin dengan cara ini adalah
salah satunya cara untuk mencegah terjadinya kejahatan pelecehan seksual

terhadap anak.

62 \Wawancara dengan |PTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres
Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.



4,

55

Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan khususnya kepada para
santri did ayah/pesantren tentang bahayanya perbuatan pelecehan seksual yang
kemungkinan akan menimpanya. Dalam mencegah kejahatan aparat penegak
hukum (kepolisian) melakukan semacam kegiatan penyuluhan hukum kepada
masyarakat supaya masyarakat mengerti tentang hukum.

Melakukan kerja sama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan
lingkungan seperti mengaktifkan ronda malam dan siskamling. Di sini pihak
penegak hukum (kepolisian) dalam mengamankan daerah-daerah melakukan
semacam kerjasama dengan pihak masyarakat atau tokoh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, tekait dengan upaya kepolisian dengan

menggunakan tindakan secara represif pada dasarnya melakukan usaha

pencegahan setelah terjadinya kejahatan direalisasi dalam bentuk kegiatan, ialah:®®

1

Pengembangan system respon yang cepat misalnya adanya tindakan
penanganan yang cepat dan tepat dari pihak kepolisian apabila mendapat
laporan mengenal tindakan pelecehan seksual.

Memberantas peredaran buku/majalah serta VCD porno yang merusak moral
dengan melakukan razia terhadap pedagang, penyewa, maupun pembeli
barang haram tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dalam kendala yang ditemui oleh

aparat penegak hukum (POLISI) dalam penanggulangan kejahatan pelecehan

seksual di wilayah hukum Polres L hokseumawe adalah sebagai berikut:®*

83 Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres

Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.
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. Pada saat setelah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual tersebut, tidak
semua korban mau melaporkan kepada kepolisian tentang tindak pidana yang
dialaminya karena merasa malu, aib yang telah terjadi kepada dirinya.

. Sering tidak ada saksi dalam kejahatan pelecehan seksual sehingga
mempersulit Kepolisian dalam penyidikan dalam kejahatan pelecehan seksual
ini sering tidak adanya saksi yang melihat kejadian pelecehan seksual, karena
itu aparat penegak hukum kesulitan dalam melakukan penyidikan terjadinya
kejahatan pelecehan seksual ini.

. Biasanya korban pelecehan seksual terlambat melapor sehingga barang bukti
banyak yang sudah hilang, dalam kejahatan pelecehan seksual ini korban
sering terlambat melapor kepada pihak Kepolisian sehingga barang bukti
sudah tidak ada lagi atau hilang.

. Sangat sulit untuk mendapatkan keterangan dari saksi korban karena malu
menceritakan kronologis kejadian. Dalam kejahatan pelecehan seksual ini
sangat sulit sekali untuk mendapatkan keterangan dari saksi korban karena
dalam kejahatan pelecehan seksual ini sering tidak adanya saksi pada waktu
terjadinya kejahatan perkosaan dan keterangan dari saksipun sangat sulit untuk
didapatkan dikarenakan saksi merasa malu menceritakan kronologis kejadian
pelecehan seksual.

. Korban sering berbelit-belit memberikan keterangan kepada penyidik, ada
korban yang melapor kepada pihak Polisi, karena sakit hati saja, karena
korban sering dimarahi oleh pelaku pada saat berada di pondok dayah, dan

dalam hal ini pihak polisi akan menerima setiap laporan yang masuk dan
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memprosesnya, tapi pihak Polisi akan menelaah setiap laporan pelecehan
seksual yang masuk itu, apa benar itu tindak pidana atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selain upaya yang dilakukan oleh pihak
kepolisian, terdapat juga upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh
individu, masyarakat dan pemerintah, diantaranya:

1. Usahayang dilakukan oleh Individu (Santri)

Harus dilakukan oleh setiap individu khususnya santri (anak-anak laki-
laki) adalah berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban
kejahatannya khususnya pelecehan seksual yang dilakukan oleh pekerja
dayah, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada
setiap orang atau pekerja dayah untuk melakukan kejahatan pelecehan seksual
terhadapnya ®

2. Usahayang dilakukan oleh Masyarakat

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki
watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat
merupakan salah satu hal yang penting dimana menentukan dapat atau
tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu
adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang atau
untuk terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan di bidang asusila terutama
pelecehan seksual terhadap santri yang mengemban pendidikan di dayah.

terhadap santri.

% Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres
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Pencegahan terhadap kejahatan pelecehan seksual yang merupakan
suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota
masyarakat. Sebagaimana agar mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan
seksual terhadap anak-anak yaitu menciptakan suasana yang tidak
menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun usaha-
usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan
mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan
ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat dilingkungan
tempat tinggal, secara khusus dilakukan di pondok dayah. Sehingga usaha
tersebut sudah memberikan pengaruh secara nyata dalam mengurangi kasus
pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak
dibawah umur, khususnya pada pondok dayah tempat anak-anak menimba
ilmu.®®

3. Usahayang dilakukan oleh Pemerintah

Usaha penanggulangan kejahatan, pemerintah Kota Lhoksuemawe
juga tidak lepas dari hal ini, menginggat pemerintah Kota Lhoksuemawe
merupakan salah satu wilayah Kota yang sedang berkembang pesat dari segala
bidang, antara lain bidang ekonomi, bidang pariwisata, bidang industri dan
sebagainya. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya
penanggulangan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak terutama yang

terjadi di pondok dayah, diantaranya:

% Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres
Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.
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a. Mengadakan penyuluhan hukum.

Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat
bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana
pelecehan seksual adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relative
rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan
mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pelecehan
seksual itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan
masyarakat, yang diancam dengan Undang-undang.

b. Mengadakan penyuluhan keagamaan

Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat
kesgjahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyeluhan
keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama
kepercayaannya semakin kokoh, serta dimanifestaskan dalam perilaku
sehari-hari di dalam masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan
menyangkut tindak pidana pelecehan seksual terutama yang terjadi pada
pondok dayah, dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif.®’

Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya represif sebagai
bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual termasuk yang
terjadi di pondok dayah. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah
upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau

pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan.

87 Wawancara dengan |PTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres
Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.
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Politik hukum pidana dan penegakan hukum pidana harus mempunyai
sistem bersifat terbuka dan melalui hasil penelitian hukum dan penelitian sosial
terus dikembangkan hukum pidana modern terutama upaya mengembangkan
berbagai alternative pidana dan pelaksanaan jenis pidana penjara.®®

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan
mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir
untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan
hidup. Dalam pergaulan hidup manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk
mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu seringkali
bertentangan antara satu individu dengan individu lain. Sebagaimana Satjipto
Rahardjo dalam bukunya M. Ali Zaidan yang berjudul Menuju Pembaharuan
Hukum Pidana, dalam hal ini beliau memberikan definisi “penegakan hukum
merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan,
wujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum?” .

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan
penegakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat
diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi
(Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum
terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

% Siswanto Sunarso. 2015. Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar
Grafika, halaman 170.

% M. Ali Zaidan. 2015. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,
halaman 110.
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nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian
pergaulan hidup.”

Ruang lingkup penegakan hukum itu dapat ditinjau dari segi objektif yaitu
dari segi hukumn. Dalam hal ini pengertiannya juga makna yang luas yang sempit
dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang
terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang
hidup dalam masyarakat tetapi dalam arti sempit menegakkan hukum itu hanya
menyangkut penegakan peraturan yang formal dalam tertulis aja karena itu
penerjemahan perkataan pulau dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan
perkataan penegakan hukum dalam arti luas dapat pula digunakan istilah
penegakan peraturan dalam arti sempit.”*

Penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan.
Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu
mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut
senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan
dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan nilai
kepentingan pribadi dan seterusnya. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut
memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak.
Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin
berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau
patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang

seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan,

™ Soerjono Soekanto. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 5.
" Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. Op. Cit., halaman 44.
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memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada
penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan
perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat
terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga
keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan
oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang
meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan
adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem
peradilan pidana.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan
penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat
diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.”
Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum
dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan
yang melibatkan orientasi yang rumit dan kompleks tanpa melibatkan manusia
Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik malahan akan terjadi pola
penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Satjipto menekankan perlunya
perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi

penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan

"2 Soerjono Soekanto., Op. Cit., halaman 6.
™ |bid. halaman 7.
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dengan penegak hukum lainnya, di situlah perlunya analisis terhadap peranan
manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai
dengan kejahatan berat, pagtilah korban akan mengalami penderitaan baik yang
bersifat materiil maupun immaterial. Penderitaan yang dialami oleh korban dan
keluarganya tentu tidak berakhir dengan ditangkapnya dan diadilinya pelaku
kejahatan, terlebih apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat
seumur hidup atau meninggal dunia.”

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan perlindungan anak merupakan
usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan
peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian
hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya,
maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya
demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan
sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu
masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai
bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak

membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun

M. Ali Zaidan. Op. Cit., halaman 111.
® Dikdik M. Arief Manur dan Elisatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan Antara Norma Dan Realita. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 165.



hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan
anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan
perlindungan anak mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang
tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.”®

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan pelecehan seksual yang terjadi di
Ihokseumawe yang termasuk dalam provinsi aceh, maka hukum yang paling erat
kaitannya adalah hukum syariat islam, yang menjadi pedoman dalam menjalankan
kehidupan dalam bermasyarakat. Seperti halnya dalam al-Qur'an menjelaskan
bahwa melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis itu dilarang seperti ujian
yang diterima oleh Nabi Luth As terhadap kaumnya dan sudah di jelaskan yang

terdapat pada surah Al-A’raf ayat 80-81
(A+)

Artinya: Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah)
tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan
perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun
(di duniaini) sebelummu?’ (80)

(M
Artinya: Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu

(kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum
yang melampaui batas (81).

Selain itu, Allah SWT., firmannya Surah Al-Shaad ayat 26 bahwa:
@Juduluﬂrﬂbuuﬁ.ﬂlﬁm}m u 3. 3lag
Juué;,jia;;amwuﬂtjuuﬁgi_mﬁ;,_w 2543

.uwrﬂ 3125 ey JJJ_.,mJ_.:F‘._GJuﬂ

6 Maidin Gultom. Op. Cit., halaman 33.
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Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di
muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan
adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang
sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka
melupakan hari perhitungan.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut, seorang filsuf yang juga ahli tafsir
kebangsaan Iran, Fakhir ar-Razi pernah mengatakan, puasa bisa melahirkan
ketagwaan karena mengandung unsur pengendalian syahwat. Puasa membentengi
pelakunya dari perbuatan buruk. la juga mengatan, puasa menjadi ajang latihan
untuk mengendalikan nafsu dan menghindari kecerobohan, juga perbuatan keji.
"Hal itu karena puasa mampu menurunkan tensi nafsu perut dan seks”.”’

Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu kewenangan yang dimiliki
oleh pemerintah aceh adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam kepada
masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun. Qanun juga mengatur
tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.”

Homoseks adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap
seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang
sama, sementara sodomi adalah istilah untuk aktivitas seksual secara melawan
hukum syar’i dengan cara senggama melalui dubur atau dikenal dengan liwath.
Liwath atau homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang dan merupakan

jarimah yang bahkan lebih keji dari pada zina. Liwath merupakan perbuatan yang

T Anonim, “Puasa Sebagai Penawar Hawa Nafsu’, mealui https.//republika.co.id,
diakses padatanggal 08 Oktober 2020, Pukul 10.10 Wib.
"8 Virdis Firmanillah Putra Y uniar, Op.Cit., halaman 263.
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bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia, dan sebenarnya berbahaya bagi
kehidupan manusia yang melakukannya.”

Para ulama telah sepakat tentang dilarangnya homoseksual. Menurut |mam
malik, Syafi’'l, dan Ahmad, homoseksual hukumnya sama dengan zina. Pendapat
ini juga diikuti Muhammad bin Hasan dan Abu Y usuf murid Imam Abu Hanifah.
Alasan disamakan kedua jenis tindak pidana ini adalah karena baik setubuh
(wathi) di dubur (homoseksual) maupun setubuh (wathi) diqubul (zina) keduanya
dalam Al-Qur’ an keburukan paling parah atau Fahisyah. Dengan demikian tindak
pidana ini termasuk kepada kelompok zina.®

Santri juga merupakan kategori anak. Dalam masyarakat anak merupakan
pembawa kebahagiaan, hal ini dapat di buktikan dalam setiap upacara pernikahan,
terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insane atau kedua mempelai
dikaruniai anak dan anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai
saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan
negara. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan
tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib di usahakan sesuai dengan
kemampuan nusa dan bangsa. Oleh karena itu, peru adanya jaminan hukum bagi
kegiatan perlindungan anak.

Terkait dengan pelecehan seksual terhadap santri/anak yang terjadi di
wilayah hukum polres Lhokseumawe, maka pandangan penegakan hukumnya
mengacu pada ketentuan dalam Pasal (1) ayat ke 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Hukum Jinayat, dimana wanun tersebut memberikan pengertian

" Mardani. 2019. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Pranada Media Grup, halaman 143,
8 |pid., halaman 154.
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tentang Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang
sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai
korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Dalam uji coba penerapan ganun, mulai dari tahapan penyelidikan sampai
pada tingkat eksekusi sudah dilakukan sehingga tampak kekurangan untuk
direvisi. Keadaan inilah yang kemudian memperkuat rencana perbaikan dan
pengembangan ganun dibidang jinayat di aceh. Dalam rancangan awal dari ketiga
ganun tersebut berkembang menjadi 6 (enam) perbuatan pidana yaitu khamar,
maisir, khalwat, ikhtilath, zina dan pemerkosaan. Rancangan Qanun ini diberi
nama “Qanun Aceh tentang kompilasi hukum jinayat tahun 2008”. Setelah
rancangan tersebut digjukan ke DPRA, ada kesepakatan dengan DPRA agar
rancangan ganun hukum jinayat tersebut dipisah menjadi dua yaitu rancangan
ganun hukum jinayat dan rancangan ganun hukum acara jinayat. Begitu juga
perbuatan pidananya ditambah tiga lagi yaitu liwath, musahagah dan kadzaf,
sehingga jumlahnya menjadi 9 (Sembilan) jarimah. Dalam prosesnya di legislatif,
bertambah satu perbuatan lagi yaitu pelecehan seksual, sehingga menjadi 10
(sepuluh) jarimah.®*

Penegakan Qanun jinayah merupakan upaya untuk menerapkan kaidah-
kaidah hukum jinayah kepada pihak-pihak yang melanggar ganun yang telah
disahkan oleh pemerintah (eksekutif dan legeslatif). Dengan demikian dapat
ditegaskan bahwa ganun jinayah tersebut sebagai “payung hukum masyarakat

Aceh’. Dengan demikian, ganun jinayah itu bukan semata milik pemerintah tetapi

8 Ali Abubakar dan Zulkarnain lubis. Op.Cit., halaman 38.
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juga milik masyarakat, dan karenanya dalam implementasinya menjadi tanggung
jawab secara kolektif. Hingga saat ini, penegakan ganun jinayah sudah dilakukan
dalam level yang beragam, mulai level terendah seperti sosialisasi ganun jinayah
kepada publik dengan berbagai bentuk, diantaranya melalui penyiaran radio,
spanduk, baliho di pinggir jalan, pengajian, upacara dan berbagai bentuk
sosialisasi lainnya dengan tujuan agar publik dapat mengetahui dan memahami
pemberlakuan syari’ at 1slam sekaligus penegakan ganun jinayahnya.

Walaupun belum sepenuhnya pihak kepolisian menggunakan ganun
jinayah dalam menangani perbuatan seorang pelaku pelecehan seksual, akan tetapi
kedudukan ganun jinayah sangat penting dalam proses penegakan hukum
khususnya di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.®* Sebagaimana penegakan
hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang berdasarkan Qanun
Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 47 yang menyebutkan
Setigp Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat
Ta zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak
900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan

puluh) bulan.

8 \Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres
Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesmpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan
pekerja dayah terhadap santri anak diantaranya karena faktor ekonomi yaitu
kemiskinan, faktor tingkat pendidikan yang rendah, faktor media sosial baik
dalam bentuk tontonan, gambar atau bacaan pornografi, serta faktor kondisi
keluarga dan lingkungan masyarakat yang tidak mau peduli terhadap
lingkungan dayah/pesantren.

2. Modus operandi yang dilakukan pekerja dayah melakukan pelecehan seksual
terhadap santri diantaranya dilakukan pelaku dengan pelaku melakukan
pendekatan terhadap santri dengan menawarkan sesuatu seperti menjanjikan
sesuatu kepada santri, pelaku memberikan minuman yang dimana minuman
tersebut telah dicampurkan obat yang membuat santri menjadi tidur atau
pingsan, pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan para santri, karena
sering berada di lingkungan para santri, mengajak bermain ataupun berbicara
dengan santri kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming
akan diberi sejumlah uang atau hadiah, dan pelaku melakukan kekerasan dan
ancaman kekerasan terhadap santri, sehingga santri tersebut menjadi takut, dan
pelaku bebas melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya.

4. Penanggulangan yang dilakukan agar tidak terjadi kembali pelecehan seksual
terhadap santri di lingkungan dayah yakni pertama harus dilakukan oleh setiap
individu Khususnya santri (anak-anak laki-laki) adalah berusaha untuk terus

mencoba agar tidak menjadi korban kejahatannya khususnya pelecehan
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seksual yang dilakukan oleh pekerja dayah, salah satunya adalah tidak
memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau pekerja dayah
untuk melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadapnya. Kedua usaha yang
dilakukan oleh masyarakat dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara
anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh
tokoh masyarakat yang dilakukan di pondok dayah. Ketiga usaha yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhoksuemawe dengan mengadakan
penyuluhan hukum dan penyuluhan keagamaan.

. Saran

. Hendaknya pihak dayah lebih melakukan pengawasan secara rutin terhadap
pihak yang bekerja pada dayah tersebut dengan mengikutsertakan juga pihak-
pihak yang bekerja pada dayah untuk ikut berkumpul mendengarkan ceramah-
ceramah keagamaan yang sering dilakukan, agar pihak-pihak yang berada di
dayah dapat berpikir dua kali dalam melakukan tindakan pelecehan seksual.

. Hendaknya para santri harus dapat diberikan pengajaran tentang bahayanya
praktek pelecehan seksual yang mungkin akan menimpanya, sehingga para
santri dapat terhindar jika ada pihak-pihak yang bekerja pada dayah yang
hendak melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadapnya untuk dapat
segera melaporkan hal tersebut kepada pengurus dayah untuk dapat diproses.

. Hendaknya diharapkan pihak kepolisian dapat berkerjasama dengan pihak
dayah terkait dengan penyuluhan hukum atau sosialisasi secara rutin ked ayah
agar para santri maupun pekerja dayah yang hendak melakukan pelecehan

seksual menjadi berpikir dua kali dalam melakukan tindakannya.
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